
 

 

 
 

 

    BUPATI LABUHANBATU SELATAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN 
NOMOR 34 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  

NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang 

menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan 
kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang 
mendapat kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp. 

1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, maka 
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan 

perubahan; 

  b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 
undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189);   

  2. Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836); 
 

SALINAN 

http://www2.bappenas.go.id/ind/default.php?aksi=frame&alamatnya=upload/info/2003/7/10/rakorbangnas/rakorbangnas.htm


 

    
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24  Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

  7. 
 

 
 

8. 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09); 

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 

Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 33). 

    



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 23 

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN 
LABUHANBATU SELATAN. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diubah sebagai berikut sehingga berbunyi : 
 

 
Pasal 6 

(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan adalah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per 
suara sah. 

(2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
setiap tahun anggaran. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 
 

Ditetapkan di Kotapinang 
pada tanggal 30 Mei 2018 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

  ttd, 

                    WILDAN ASWAN TANJUNG 

 

Diundangkan di Kotapinang 
pada tanggal 30 Mei 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

ttd, 

ZULKIFLI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 34 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd, 

 Y. ARIFIN, SH 

NIP. 19810112 201101 1 003 
 



 

 

 
 

 

 
 


